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Siaran Pers 

Transportasi darat sumbang emisi tertinggi dari total emisi gas rumah 

kaca sektor transportasi di Indonesia 

• Kurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, Indonesia perlu menerapkan instrumen 

kebijakan untuk meningkatkan jumlah kendaraan listrik dalam menggantikan kendaraan berbahan 

bakar fosil 

• Di saat harga minyak dunia sedang turun saat ini, pajak karbon yang diterapkan pada bahan bakar 

fosil merupakan suatu instrumen yang dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan jumlah 

kendaraan listrik sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca  

 

Jakarta— 29 Maret 2020 — Institute for Essential Services Reform sebagai anggota dari 

Climate Transparency melakukan kajian mengenai dekarbonisasi sektor transportasi, dengan 

menganalisis rangkaian instrumen kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan peran 
kendaraan listrik dalam mendorong ambisi negara mencapai Persetujuan Paris, agar dapat 

berada di jalur untuk mencapai batasan target kenaikan suhu 2/1,5°C.  

Julius C. Adiatma, Clean Fuel Specialist IESR, memaparkan laporan “The Role of Electric 
Vehicles in Decarbonizing Indonesia’s Road Transport Sector” yang di luncurkan dalam kegiatan 

Webinar pada Minggu 29 Maret 2020 dan juga melibatkan panelis secara daring, Dr. Mohammad 
Mustafa Sarinanto, Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi, BPPT, dan Damantoro, Ketua 

Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jakarta.   
 

“Hasil pemodelan dari studi kami menunjukkan bahwa masuknya kendaraan listrik pada 
pasar mobil penumpang dan sepeda motor memiliki potensi menurunkan emisi GRK dari sektor 

transportasi darat, terutama dari penggunaan kendaraan pribadi. Untuk mewujudkan potensi 

tersebut, dibutuhkan berbagai dukungan kebijakan dari pemerintah, baik kebijakan fiskal 
maupun non fiskal seperti penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik umum. Yang tidak 
kalah penting adalah mengganti pembangkit batubara dengan energi terbarukan supaya emisi 
gas rumah kaca tidak berpindah dari transportasi ke pembangkit” menurut Julius. 

 
Di Indonesia, emisi dari sektor transportasi hampir mencapai 30% dari total emisi CO2, 

dimana emisi tertinggi terutama berasal dari transportasi darat, yang berkontribusi pada 88% dari 

total emisi di sektor ini (IEA, 2015). Termasuk di dalamnya adalah mobil penumpang dan sepeda 

motor, yang tumbuh dengan pesat seiring dengan penggunaannya sebagai moda perjalanan 
utama di daerah perkotaan. Misalnya, penjualan mobil domestik telah bertumbuh lebih dari dua 
kali lipat dalam 15 tahun terakhir (dari 480 ribu unit pada tahun 2004 menjadi di atas 1 juta unit 
pada tahun 2019). Tren ini diprediksi akan terus meningkat, dan dengan demikian, sektor 

transportasi akan terus menjadi salah satu penghasil emisi utama di negara ini. Namun, rencana 
mitigasi dari pemerintah untuk sektor transportasi yang tercantum dalam NDC, masih terbatas 
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pada pengalihan bahan bakar menjadi bahan bakar nabati dan perluasan stasiun pengisian bahan 
bakar gas bumi. Sementara itu, peran kendaraan listrik (termasuk hibrida, hibrida plug-in, dan 
kendaraan listrik baterai), yang banyak dilihat oleh beberapa pakar sebagai kunci dalam 

mengurangi emisi GRK di sektor ini, masih belum dimasukkan dalam NDC Indonesia. 
 

Indonesia harus mengambil tindakan mitigasi perubahan iklim secara drastis di sektor 
transportasi. Menurut proyeksi The Climate Action Tracker, total emisi Indonesia (tidak termasuk 

LULUCF) setara dengan 3,75 - 4% dari total emisi global pada tahun 2030. Agar sejalan dengan 
1,5°C, proporsi bahan bakar rendah karbon di bauran bahan bakar transportasi harus meningkat 

menjadi sekitar 60% pada tahun 2050. 
Climate Action Tracker menjabarkan skenario 1,5°C yang kompatibel untuk Indonesia, 

yang membatasi emisi dari sektor transportasi menjadi 2 MtCO2e pada tahun 2050. Skenario ini 

mencakup peningkatan penggunaan transportasi umum, peningkatan ekonomi bahan bakar 
kendaraan konvensional, dan elektrifikasi 100% kendaraan penumpang darat (mobil, motor, dan 
bus) pada tahun 2050. Untuk mencapai 100% elektrifikasi kendaraan pada tahun 2050, Indonesia 
perlu menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil antara tahun 2035 s.d. 2040, 

dengan asumsi masa pakai kendaraan 15 tahun. Dengan penetrasi pasar kendaraan listrik yang 
sangat rendah saat ini, maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung untuk 
mencapai target ini. 

Di sisi lain, dengan bauran listrik saat ini, penetrasi kendaraan listrik akan meningkatkan 

emisi karbon di Indonesia. Peningkatan emisi ini, sebagian besar terkait dengan pembangkitan 

listrik dari sumber bahan bakar fosil. Selain itu, emisi juga berasal dari produksi komponen dalam 

kendaraan listrik, terutama baterai. Namun, sekalipun Indonesia dapat mencapai daya bauran 
energi terbarukan 23% pada tahun 2025, penggunaan mobil listrik diprediksi akan menghasilkan 

emisi karbon sekitar 2,6% lebih rendah dibanding mobil konvensional.  
Erina Mursanti, Program Manager Green Economy IESR, mengatakan, dalam situasi 

rendahnya harga minyak dunia saat ini yang turun hingga lebih dari 50% (dari harga acuan yang 
tertera pada Nota Keuangan APBN 2020), pemerintah sebaiknya menerapkan pajak karbon pada 

pemakaian bahan bakar fosil, alih-alih menurunkan harga bahan bakar minyak dalam negeri; 

dimana hasil penerimaan pajak ini dapat digunakan untuk pengembangan industri kendaraan 

listrik.  
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Keterangan lebih lanjut dapat di akses melalui:  
www.iesr.or.id/pustaka | http://iesr.or.id/agenda/electric-vehicles-webinar/ 
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